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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3851); 

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2008. 

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 tanggal 

2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota 

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota; 
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2. Berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Kuningan 

Nomor 94/HK.05-BA/3208/KPU-Kab/X/2018 

tanggal 29 Oktober 2018. Tentang Pembagian Divisi 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kuningan 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KUNINGAN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI 

KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KUNINGAN.  

KESATU : Menetapkan Nomenklatur dan Pembagian Divisi 

Komisoner KPU Kabupaten Kuningan sebagai berikut: 

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah 

Tangga : 

Ketua  : Hj. Heni Susilawati, S.Sos.,M.M. 

Wk.Ketua  : Agus Ismail Yaqub, M.Pd.I. 

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan: 

Ketua  : Dadan Hamdani, S.E. 

Wk.Ketua  : Asep Z. Fauzi, S.Pd.I. 

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi 

Masyarakat dan SDM: 

Ketua  : Asep Z. Fauzi, S.Pd.I. 

Wk.Ketua  : Jajang Arifin, S.Sos. 

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi: 

Ketua  : Agus Ismail Yaqub, M.Pd.I. 

Wk.Ketua : Dadan Hamdani, S.E. 

5.  Divisi Hukum dan Pengawasan Internal: 

Ketua  : Jajang Arifin, S.Sos. 

Wk.Ketua : Hj. Heni Susilawati, S.Sos.,M.M. 

KEDUA : Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 

sebagai berikut: 

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga 

(Ketua), kebijakan dalam: 

a. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan 

kearsipan; 
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b. Protokol dan persidangan; 

c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 

d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan; 

e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah 

janji; 

f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta 

distribusi logistik pemilu. 

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan, kebijakan dalam: 

a. Penentuan daerah pemilian dan alokasi Kursi; 

b. Verifikasi partai politik dan DPD; 

c. Pencalonan Peserta Pemilu; 

d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi 

penghitungan suara; 

e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil hasil 

pemilu dan pemilihan; 

f. Pelaporan Dana Kampanye; 

g. PAW anggota DPRD. 

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi 

Masyarakat dan SDM, kebijakan dalam: 

a. Sosialisasi kepemiluan; 

b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 

c. Publikasi dan kehumasan; 

d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 

e. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 

f. Kerja sama Antar Lembaga; 

g. PAW anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota; 

h. Rekrutmen Badan Adhoc; 

i. Pembinaan etika dan Evaluasi kinerja SDM; 

j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin 

organisasi; 

k. Diklat dan pengembangan SDM; 

l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 

m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM. 
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